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I. PENGANTAR
Secara umum kita mengenal ada beberapa sifat atau keadaan putusan pengadilan termasuk juga putusan Pengadilan Agama. Ada putusan yang tidak perlu atau tidak ada kaitannya dengan eksekusi, putusan seperti itu adalah putusan yang bersifat declaratoir atau bersifat pernyataan hukum tentang sesuatu. Ada juga satu jenis putusan lainnya yang bersifat konstitutif yakni putusan yang memutuskan hubungan hukum atau menciptakan hubungan hukum baru, putusan jenis ini juga tidak memerlukan eksekusi untuk penyelesaiannya. Jenis ketiga adalah putusan yang disebut dengan condemnatoir atau putusan menghukum yaitu putusan pengadilan yang menghukum atau membebankan sesuatu kepada pihak yang kalah dan putusan condemnatoir inilah putusan yang terkait erat dengan eksekusi, yaitu upaya memaksa pihak yang kalah untuk melaksanakan amar putusan, karena yang bersangkutan tidak mau melaksanakan amar putusan tersebut secara sukarela.
Eksekusi atau upaya paksa tersebut diatur di dalam hukum acara perdata, dengan prosedur atau tata cara sesuai dengan jenis amar putusan condemnatoir tersebut, beda jenis amarnya maka beda pula acara yang ditempuh di dalam eksekusinya.
Berbicara tentang amar putusan condemnatoir, maka secara singkat dapat dijelaskan bahwa amar condemnatoir itu bisa dikelompokkan kepada beberapa kelompok, diantaranya ada amar putusannya yang dapat diselesaikan dengan eksekusi atau melaksanakan putusan dengan cara paksa dan sebaliknya ada amar yang tidak bisa diselesaikan dengan cara eksekusi. Sebagai contoh amar yang tidak bisa diselesaikan dengan cara eksekusi adalah amar yang memerintahkan seseorang agar melakukan sesuatu pekerjaan, seperti dalam contoh yang popular adalah perintah agar seseorang membuat sebuah lukisan. Kalau yang diaperintahkan dalam amar itu tidak bisa dengan sukarela melaksanakan perintah itu, dia tidak bisa dipaksa dengan eksekusi, karena tidak ada cara yang bisa memaksa seseorang untuk melaksanakan perintah seperti itu.
Untuk perintah atau penghukuman seperti tersebut sebagai pengganti pekerjaan atau perintah yang dihukumkan kepadanya, maka menurut hukum acara tersedia satu cara untuk memaksa dia agar melaksanakan perintah tersebut yaitu dengan apa yang disebut dengan dwangson.
Dwangsom atau uang paksa adalah penghukuman kepada yang bersangkutan membayar sejumlah uang kepada pihak lawan yang menang setiap hari dia terlambat melaksanakan amar itu sejumlah yang ditetapkan oleh Majelis Hakim. Di Pengadilan Agama diantara amar yang tidak bisa dipaksakan dengan eksekusi adalah amar untuk menyerahkan anak yang ditetapkan hak hadlonahnya kepada pihak yang menang. Terhadap amar penyerahan anak ini, tidak tersedia dalam hukum acara untuk memaksanya, maka pilihan penjatuhan amar dwangson perlu dipertimbangkan sebagai cara pengganti eksekusi.
Untuk mengurai masalah dwangson inilah tulisan ini penulis persembahkan, terutama sebagai bahan bacaan bagi Hakim Pengadilan Agama.
II. PEMBAHASAN
Dalam pembahasan tentang dwangsom di dalam tulisan ini penulis akan membuatnya dalam runtutan sebagai berikut :
· Pengertian Dwangsom.
· Dasar Hukum Dwangsom.
· Beberapa Pendapat tentang Dwangsom.
· Beberapa Ketentuan Dwangsom.
· Prosedur Penetapan Dwangsom

1. Pengertian Dwangsom dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa versi edisi keempat (September 2015) tak memuat sama sekali tema ‘uang paksa’ atau dwangsom. Sebaliknya, beberapa kamus, seperti Kamus Istilah Hukum Populer karya Jonaedi Efendi dkk (2016), Kamus Hukum karya Sudarsono (2009), The Contemporary Law Dictionary karya Martin Basiang (2009), dan Kamus Hukum yang disusun Setiawan Widagdo (2012). Basiang mengartikan dwangsom sebagai uang paksa yang ditetapkan sebagai hukuman yang harus dibayar. Rocky Marbun dkk, dalam Kamus Hukum Lengkap (2012), mengartikan dwangsom sebagai tuntutan uang paksa atau hukuman tambahan bagi tergugat agar menjalankan prestasinya dengan sukarela. Kamus hukum lain, Kamus Hukum Kontemporer karya M Firdaus Sholihin dan Wiwin Yulianingsih (2016), menegaskan bahwa dwangsom atau uang paksa adalah alat eksekusi secara tidak langsung.[footnoteRef:1] [1:  Untuk lebih jelasnya dapat dilihat di https://www.hukumonline.com/berita/a/mengenal-dwangsom-dan-jejaknya-dalam-hukum-indonesia-lt5dccbb0753910/] 

Berdasarakan beberapa definisi dalam beberapa kamus di atas maka dapat dibuat garis hukum bahwa dwangsom itu adalah:
a. Uang paksa yang ditetapkan sebagai hukuman yang harus dibayar. Jadi dwangsom itu adalah bagian dari amar putusan, yang mewajibkan yang kalah agar membayar uang paksa apabila dia melakukan perintah pokok dalam amar tersebut.
b. Hukuman tambahan bagi tergugat agar menjalankan prestasinya dengan sukarela. Dengan adanya hukuman tambahan berupa uang paksa tersebut diharapkan si terhukum mau melaksanakan perintah di dalam putusan dengan seka rela, karena kalau dia tidak mau secara suka rela melaksanakannya maka dia akan dipaksa membayar uang paksa tersebut.
c. Alat eksekusi secara tidak langsung. Jadi kalau misalnya dia diperintahkan dalam amar putusan agar mengerjakan sesuatu pekerjaan maka dia akan secara tidak langsung terpaksa harus mengerjakan perintah itu karena tidak mau dihukum membayar uang paksa atau dwangsom tersebut.
2. Dasar Hukum Dwangsom
Ada dua sumber hukum acara yang dapat dijadikan dasar bagi pemberlakuan Dwangsom atau uang paksa ini, yaitu :
a. Wetboek op de Burgerlijke Rechtvordering atau disingkat dengan RV. Pasal 606a RV menyebutkan: “sepanjang suatu putusan hakim mengandung hukuman untuk sesuatu yang lain daripada membayar sejumlah uang, maka dapat ditentukan bahwa sepanjang atau setiap kali terhukum tidak memenuhi hukuman tersebut, olehnya harus diserahkan sejumlah uang yang besarnya ditetapkan dalam putusan hakim, dan uang tersebut dinamakan uang paksa”.
Selanjutnya Pasal 606b RV menyatakan “Apabila keputusan (hakim) tersebut tidak dipenuhi, maka pihak lawan dari terhukum berwenang untuk melaksanakan putusan terhadap sejumlah uang paksa yang telah ditentukan tanpa terlebih dahulu memperoleh alas hak baru menurut hukum”.[footnoteRef:2] [2:  Meskipun menurut Pasal 393 ayat (1) HIR jo. Pasal 721 R.Bg melarang segala bentuk hukum acara selain HIR dan R.Bg, tetapi apabila benar-benar dirasakan perlu dalam perkara perdata dapat digunakan peraturan lain seperti RV. Jadi sebenarnya  tidak boleh ada hokum acara  lain yang berlaku di Indonesia selain HIR dan Rbg, namun karena kebutuhan di dalam praktek pengadilan di Indoneai beberapa pasal dari RV sangat dibutuhkan untuk diberlakukan diantaranya adalah  pasal RV tentang Dwangsom, maka sampai sekarang  sangat banyak putusan termasuk putusan Mahkamah Agung yang menerapkan dwangsom.] 

Berdasarkan Pasal 606a RV di atas, maka dwangsom tidak bisa diterapkan dalam putusan yang mengandung hukuman membayar sejumlah uang. Dalam putusan yang jenis hukumnya selain itu dwangsom dapat diterapkan.
b. Beberapa Putusan Pengadilan Termasuk juga Putusan MA. 
Diantara putusan Mahkamah Agung RI adalah putusan sebagai  berikut:
· Yurisprudensi antara  lain  putusan  Mahkamah Agung RI  tanggal  7  Mei  1967  Nomor:  38  K/SIP/1967  dalam perkara Frederika Melane Hilverdink von Ginkel berlawanan dengan Leon Johannes, di  mana  majelis  hakim  dalam  pertimbangan  hukumnya  antara  lain  menyatakan bahwa “Lembaga uang paksa, sekalipun tidak secara khusus diatur di dalam HIR haruslah dianggap tidak bertentangan dengan sistem HIR dan berdasarkan penafsiran yang lazim dari pada Pasal 393 HIR dapat diterapkan di pengadilan-pengadilan.[footnoteRef:3] [3:  Sebagaimana dikutip oleh Cik Basir dari Arifin. A. Tumpa dalam https://pa-tangerangkota.go.id/PA-TNG/Artikel/Kaji%20Ulang%20Penerapan%20Dwangsom...Cik-tng.pdf] 

· Yurisprudensi No.659 K/Pdt/2006 tanah kedua kolam renang dan taman bermain di kompleks Villa Wisata Indah Medan; bahwa para Penggugat menaruh sangka para Tergugat tidak akan dengan sukarela mematuhi putusan pengadilan dengan segera, maka dimohonkan agar para Tergugat dihukum secara tanggungrenteng membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp.10.000.000,(sepuluh juta rupiah)/hari apabila para Tergugat lalai mematuhi putusan pengadilan ini; bahwa oleh karena gugatan ini didukung oleh bukti authentic yang sempurna, 
· Banyak lagi putusan Pengadilan yang terkait dengan dwangsom, baik putusan Mahkamah Agung, putusan Pengadilan Tinggi atau Pengadilan Tinggi Agama, maupun putusan Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama yang tidak dimuat disini.
3. Dwangsom di Pengadilan Agama
Sebagaimana disebutkan di atas bahwa dwangsom itu hanya bisa diterapkan dalam putusan yang penghukumannya tidak berbentuk menghukum membayar sejumlah uang. Alasan logisnya adalah karena di dalam putusan penghukuman membayar sejumlah uang cara paksanya adalah melalui eksekusi yang sudah diatur secara lengkap dalam aturan yang terdapat di dalam HIR dan Rbg.
Di Pengadilan Agama putusan yang penghukumannya tidak dalam bentuk membayar sejumlah uang adalah penghukuman menyerahkan anak yang hak hadlonahnya diberikan kepada salah satu pihak berperkara, dan anak yang ditetapkan hak hadlonah berada di pihak yang kalah. Penghukuman penyerahan anak ini tidak bisa dipaksa dengan jalan eksekusi, karena eksekusi itu hanya berkenaan dengan hukum kebendaan, sedangkan di dalam perkara hadhonah ini objeknya adalah anak, yang tidak bisa dipaksa penyerahannya.
Maka salah satu jalan keluarnya adalah agar di dalam gugatan hadlonah yang salah satu petitumnya penghukuman menyerahkan anak, Penggugat juga menambahkan di dalam petitumnya penghukuman dwangsom kepada Tergugat. Apabila nanti Tergugat tidak melaksanakan penyerahan anak tersebut, maka dia bisa dipaksa dengan membayar dwangsom ata uang paksa setiap hari keterlembatan menjalankan putusan dengan membayar sejumlah uang. 
Menurut penulis penghukunan dwangsom harus berdasarkan adanya petitum Penggugat. Hakim karena jabatannya atau secara ex officio tidak berwenang memerintahkan dwangsom, karena dwangsom pada dasarnya bukanlah kewajiban hukum Tergugat (misalnya ayah si anak). Tidak ada aturan hukum positif yang mengatur tentang dwangsom bagi seorang ayah. Maka oleh karena itu, agar di dalam perkara-perkara yang salah satu petitumnya adalah perintah menyerahkan anah kepada pihak lawannya, juga memuat dwangsom di dalam petitumnya, agar tidak ada kendala hukum acara di dalam penetapan atau penghukuman dwangsom tersebut. Menurut alur pikiran ini kalau Hakim menjatuhkan penghukuman dwangsom tanpa ada permintaan di dalam petitum gugatan Penggugat, maka tindakan Hakim tersebut dikategorikan sebagai mengabulkan sesuatu yang tidak diminta, atau melebihi apa yang diminta atau yang dikenal dengan ultra petita, yang secara hukum acara perdata termasuk alasan yang dapat dibatalkannya putusan tersebut di tingkat banding atau tingkat kasasi. 
Meskipun ada yang berpendapat bahwa Hakim karena jabatannya atau Hakim secara ex officio, berwenang menjatuhkan amar dwangsom meskipun tanpa adanya gugatan dari pihak Penggugat, dan hal ini tidak berakibat Hakim melakukan ultra petita. Pendapat seperti ini dikemukakan  oleh Mantan Hakim Agung Dr. H.A Mukti Arto, SH di dalam bukunya sebagai yang dikutip oleh M Syukri sebagai berikut:[footnoteRef:4] [4:  Bisa dibaca di dalam https://badilag.mahkamahagung.go.id/artikel/publikasi/artikel/urgensi-penerapan-dwangsom] 

Menurut A. Mukti Arto, dalam bukunya “Urgensi Dwangsom dalam Eksekusi Hadhanah”, agar putusan hakim mempunyai “daya” tekan psikologis terhadap tergugat, sehingga mau melaksanakan hukuman pokok. Hakim secara ex officio atau kerena jabatannyan diwajibkan menjatuhkan hukuman dwangsom tanpa diminta oleh penggugat dalam petitumnya. Hal ini karena sistem peradilan yang dianut di Indonesia adalah sistem peradilan berbasis perlindungan hukum dan keadilan sebagaimana dicita-citakan oleh UUD 1945.
Kewajiban ex officio ini dengan mengingat betapa urgensinya eksekusi dalam proses peradilan, yakni sebagai bukti tegaknya kekuasaan kehakiman, bukti suksesnya penegakan hokum dan keadilan, bukti suksesnya pelayanan hukum dan keadilan,  dan bukti efektifnya sistem peradilan berbasis perlindungan hukum dan keadilan.
Dalam sistem peradilan berbasis perlindungan hukum dan keadilan, “hakim wajib menjatuhkan amar dwangsom tanpa harus ada permintaan dari penggugat”, dalam memberikan perlindungan hukum dan keadilan. Menambahkan amar dwangsom secara ex officio tanpa ada permintaan dari penggugat tidak termasuk kategori melanggar larangan ultra petita karena amar dwangsom termasuk kategori kewenangan ex officio hakim.
Amar dwangsom menurut A. Mukti Arto sudah termasuk dalam kategori kewenangan ex officio hakim, karena amar dwangsom telah memiliki persyaratan ex officio, yaitu:
· Memiliki dasar hukum, yakni pasal 2 ayat (4) dan pasal 4 ayat (2) UU kekuasan kehakiman dan pasal 58 ayat (2) UU Peradilan Agama yang “mewajibkan pengadilan membantu pencari keadilan untuk tercapainya peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan baik dalam pemeriksaan perkara maupun dalam eksekusi putusan.
· Bukan merupakan hak keperdataan tergugat yang hanya dapat dijatuhkan putusan jika ada permintaan (petitum).
· Hanya berkenaan dengan hak dan kewajiban para pihak diluar pokok perkara (petitum pokok), yakni penyerahaan anak;
· Masih berada dalam satu sistem hukum dengan pokok perkara;
· Semata-mata hanya demi mempertahankan “roh keadilan” agar menjadi kenyataan.
Larangan ultra petita sebagaimana diatur dalam pasal 178 ayat (3) HIR dan pasal 189 ayat (3) R.Bg adalah mengenai pokok perkara yang dituntut oleh penggugat. Larangan ini berlaku terhadap petitum dalam pokok perkara dimana Hakim tidak boleh memutus lebih dari yang diminta dalam petitum atau memutus yang tidak diminta dalam petitum. Amar dwangsom bukan merupakan pokok perkara tetapi sekedar “sarana” agar amar mengenai pokok perkara dapat dilaksanakan secara baik, adil dan manusiawi.
Berdasarkan argumentasi tersebut diatas, maka penambahan amar dwangsom secara ex officio yang ada pada petitum bukan merupakan pelanggaran terhadap ultra petita, melainkan sudah merupakan kewenangan ex officio hakim.  Hakim secara ex officio dapat menambahkan amar dwangsom apabila terdapat cukup alasan untuk itu.
Beberapa alasan dibolehkannya menjatuhkan amar dwangsom secara ex officio, menurut Hakim Agung A. Mukti Arto antara lain:
a. Berdasarkan prinsip perlindungan hukum dan keadilan.
Tugas pengadilan menurut UUD 1945 maupun doktrin syari’at Islam adalah memberi perlindungan hokum dan keadilan kepada para pencari keadilan. Sebagaimana diamanatkan dalam pasal 2 ayat (4) dan pasal 4 ayat (2) UU Kekuasaan Kehakiman jo. Pasal 58 ayat (2) UU Peradilan Agama. Untuk itu maka hakim secara ex officio berwenang menjatuhkan amar asessoir tanpa harus ada permintaan dari penggugat.
b. Amar dwangsom hanya bersifat asessoir.
Amar dwangsom bukan merupakan amar mengenai pokok perkara yang hanya dapat dijatuhkan jika ada permintaan dari penggugat.  Larangan melanggar asas ultra petita hanya berlaku terhadap tuntutan pokok semata. Larangan ultra petita tidak berlaku terhadap amar asessoir kerena asessoir hanya bersifat menopang saja, agar amar mengenai pokok perkara dapat dijalankan.  Amar dwangsom merupakan amar asessoir yang menjadi kewenangan hakim secara ex officio untuk melindungi hak penggugat dan menyelamatkan tergugat dari melanggar kewajibannya yang telah ditetapkan oleh hakim.  Amar asessoir merupakan kewenangan ex officio hakim guna menopang kemudahan eksekusi demi mewujudkan keadilan.
c. Tidak ada pihak yang dirugikan dengan amar dwangsom.
Dengan penambahan amar dwangsom secara ex officio maka sesungguhnya tidak ada pihak yang dirugikan. Penggugat diuntungkan karena dapat memperoleh keadilan dengan mudah sebagai pemegang hadhanah dan tergugat juga memperoleh keadilan dengan memenuhi apa yang menjadi kewajibannya berdasarkan perintah Hakim.  Memenuhi kewajiban merupakan wujud dari keadilan bagi tergugat.
d. Terdapat cukup alasan untuk menjatuhkan sanksi dwangsom.
Amar dwangsom dapat dijatuhkan manakala telah ada cukup alasan, sebagaimana diuraikan diatas.
Sengaja kutipan panjang ini penulis lakukan agar pemikiran Pak Mukti Arto dapat dipahami secara lengkap dan utuh. Tetapi dalam masalah ini penulis berpendapat berbeda dengan Pak Mukti, karena menurut penulis ada beberapa alasan logis kenapa dwangson ini tidak bisa dijatuhkan oleh Hakim secara ex officio atau karena jabatannya. Alasan tersebut menurut penulis adalah:
1. Penghukuman dwangsom tersebut secara materil tidak diatur di dalam peraturan perundang-undangan sebagaimana halnya kewajiban seorang ayah memberi nafkah kepada anaknya, dalam hal seperti ini bisa dijatuhkan secara ex officio.
2. Penghukuman dwangson, merupakan pembebanan bagi yang dihukum dengan dwangson, jadi dwangsom adalah hak keperdataan si terhukum dwangson yang hanya bisa diakbulkan berdasarkan adanya petitun dalam gugatan Penggugat.
Maka oleh karena itu, menurut penulis ketika ada pihak yang berkonsultasi tentang gugatan hadlonah ke Pengadilan Agama, maka sebaiknya Pengadilan Agama menganjurkan agar ditambahkan petitum permintaan dwangsom atas kelalaian melaksanakan putusan hadlonah tersebut, sehingga nanti ketika gugatan Penggugat dikabulkan, tidak banyak kendala dalam melaksanakan penyerahan anak yang ditetapkan hadlnahnya tersebut. 
III. KESIMPULAN
Berdasarkan pembahasan sebagaimana terurai di atas, maka beberapa kesimpulan yang dapat kita ambil adalah sebagai berikut:
1. Dwangsom adalah tuntutan uang paksa yang ditetapkan dalam putusan sebagai hukuman yang harus dibayar sekaligus sebagai alat eksekusi secara tidak langsung.
2. Meskipun Dwangsom diatur di dalam RV, namun karena kebutuhan dalam praktek pengadilan, pasal-pasal RV tersebut dapat digunakan.
3. Di Pengadilan Agama Dwangsom dapat diterapkan dalam perkara hadhonah dalam rangka memudahkan pelaksanaan penyerahan anak yang ditetapkan hak hadlonahnya.
4. Dwangsom harus berdasarkan adanya petitum Penggugat. Hakim karena jabatannya atau secara ex officio tidak berwenang memerintahkan dwangsom, karena dwangsom pada dasarnya bukanlah kewajiban hukum Tergugat, dan lagi pula dapat merugikan hak keperdataan Tergugat, sehingga tanpa adanya petitum gugatan kalau Hakim mengabulkan secara ex officio bisa dikategorikan sebagai ultra petita.
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